	
	PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 
NOMOR 11 TAHUN 2002 



TENTANG 



PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM


BISMILLAHIRRATIMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

:

a.    bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalan Syariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpel hare dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

b.   bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang lslami dan menjunjung tinggi ajaran slam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluanga dan masyarakat; 

c.    bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 
Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

d.   bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



Mengingat
:

1.      AI-Qu’ran; 

2.      Al-Hadits; 

3.      Pasal 18 b dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 

4.      Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repoblik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 

5.      Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

6.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 3448); 

7.      Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 

8.      Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran negaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952); 

10.  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istmewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Onganisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Onganisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75); 

11.  Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstmewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 2000 Nomor 30); 

Dengan Persetujuan 


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH 
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG 
AQIDAH, IBADAH DAN SYI’AR ISLAM

BABI 
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1.      Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri. 

2.      Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

3.      Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

4.      Gubernur ADALAH Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

5.      Syi’ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung inilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. 

6.      Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Is[ram dalam semua aspek kehidupan. 

7.      Aqidah adalah Aqidah lslamiah menurut Ahlussunnah wal Jama’ah. 

8.      Ibadah adalah shalat dan puasa Ramadhan. 

9.      MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

10.  Penyidik adalah pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam. 

11.  Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. 

BAB II 
TUJUAN DAN FUNGS1 
Pasal 2


Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi’ar Islam bertujuan untuk: 

a.       membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan  individu dan masyarakat dan pengaruh ajaran sesat 

b.      meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya; 

c.       menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang islami

Pasal 3 



ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi’ar Islam. 

BAB III
PEMELIHARAAN AQIDAH
Pasal 4

(1)   Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah limat serta mengawasinya dan pengaruh dan paham atau aliran sesat. 

(2)   Setiap keluanga/orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota  keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

Pasal 5 



(1)   Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat  

(2)   Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat 

(3)   Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah  dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

Pasal 6

Bentuk-bentuk paham dan atau aliran yang sesat di tetapkan melaiui Fatwa MPU 

BAB IV 

PENGAMALAN IBADAH
Pasal 7

(1)   Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suasana Iingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah. 

(2)   Setiap keluanga/orang tua bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluanga yang berada di bawah tanggung jawabnya. 



Pasal 8 



(1)   Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar’i wajib menunaikan shalat Jum’at. 

(2)   Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau/institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatanyang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum’at. 

Pasal 9 



(1)   Setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah. 

(2)   Pimpinan gampong diwajibkan memakmurkan mesjid dan atau melinasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama. 

(3)   Perusahaan pengangkutan umum wajib membeni kesempatan dan fasiLitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu. 

Pasal 10

(1)   Setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar’i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. 

(2)   Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar’ dilarang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan. 

(3)   Selama bulan Ramadhan masyarakat dianjurkan untuk menegakkan shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya. 

Pasal 11 


Setiap orang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menghormati pengamalan ibadah. 

BAB V 
PENYELENGGARAAN SYI’AR ISLAM

Pasal 12

(1)        Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam. 

(2)        Setiap Instansi Pemerintah/lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan mempergunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan Latin. 

(3)        Setiap Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta dianjurkan  untuk mempergunakan penanggalan Hijriah penanggalan Masihiah dalam surat-surat resmi. 

(4)        Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Dawssalam wajib mencantumkan penan Hniah di samping penanggalan Masihiah. 

Pasal 13 



(1)   Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. 

(2)   Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di Lingkungannya.

BAB VI 
PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN 
Pasal 14 



(1)   Untuk terlaksananya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi’ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini. 

(2)   Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/Iingkungan lainnya. 

(3)   Apabila dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadmnya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar. 

(4)   Setelah upaya menegun/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata penilaku sipelanggr tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelangganan tersebut kepada pejabat penyidik. 

(5)   Susunan onganisasi Kewenangan dan tata kerja Wilavatul Hisbah diatun dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU. 

Pasal 15 



(1)   Penyidikan tenhadap petanggaran Qanun ini, dilakukan oleh: 

a.       Pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, atau

b.      Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk itu. 

(2)   Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan serta pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b diatas ditetapkan dengan Keputusan; Gubernur. 

(3)   pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasal ini, berwenang: 

a.       menerima laporan dan Wilayatul Hisbah gampong atau dan seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun ini; 

b.      melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; 

c.       melakukan penyitaan benda dan atau surat; 

d.      mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

e.       memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

f.        mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; 

g.       menghentikan penyidikan bila pelanggaran tersebut tidak cukup alasan untuk diajukan ke Mahkamah & Syar’iyah; 

h.       mengadakan tindakan lain menurut hukum yan dapat dipertanggung jawabkan. 

(4)   Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) di atas penyidik wajib menjunjung tinggi Syariat Islam dan hukum yang berlaku 



Pasal 16 



(1)   Penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Qanun untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar’iyah. 

(2)   Syariat pengangkatan kepangkatan dan kedudukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 



Pasal 17


Penuntut umum berwenang: 

a.       menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;

b.      mengadakan pra penuntutan apabila berkas perkara hasil  penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempumaannya 

c.       membuat surat dakwaan; 

d.      meumpahkan perkara ke Mahkamah Syar’iyah; 

e.       menyampaikan pemberitahlian kepada terdakwa tentang han dan waktu perkara disidangkan yang diserta dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada han sidang yang ditentukan; 

f.        melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku; 

g.       mengadakan tindakan lain dalam tingkungan tugas da tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundangan; 

h.       melaksanakan utusan hakim. 

Pasal 18 



Penuntut umum menuntut perkara pelanggaran Qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya. 

BAB VII 

PENGADILAN
Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputusakan oleh Mahkamah Syariyah. 

BAB VIII

 KETENTUAN UQUBAH
Pasal 20

(1)   Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta’zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.

(2)   Barang siapa yang dengan sengaja keluar dan aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam Qanun tersendiri. 

Pasal 21

(1)   Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum’at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar’i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta’zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3  kali. 

(2)   Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk  melaksakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 22 



(1)   Barang siapa yang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar’i untuk. tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana deng hukuman ta’zir berupa hukuman penjara paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicanbut izin usahanya. 

(2)   Barang siapa yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaima dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta’zir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan paling banyak 2 (dua) kali.


Pasal 23 



Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukun ta’zir setelah melaiul proses peringatan den pembinaan oleh Wilayatul Hisbah. 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 
Pasal 24 



Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 
Dawssalam 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

BAB Xl 
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pedoman, tehnis dan tata cara pelaksanan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, seterah mendengar pertimbangan MPU. 

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal dilindangkan 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

Disahkan di Banda Aceh 
Pada tanggal, l4 Oktober 2002 
07 Syaban 1423 



GUBERNUR

PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Dto

ABDULLAH PUTEH



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh 

pada tanggal 06 Januari 2003 M

        01 Dzulkaidah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI 

NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Cap/Dto

THANTAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2


	


